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Bt,PATl TANA TORA'A
PROVINSI SUI.AWESI SEI.{TAN

a

PERATURAN BUPATT TANA TORA.IA
NOMOR : |O TAHUN 2017

TENTANC

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAIA,

bahwa bcrdasarkan ketentuan pasal 21 ayat l4l dan ayat (5)
undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 23 tahun 2012 tentang p€itindungan
anek,untuk menjamin pemenuhan ha-k anak dan
melalsanakan kebijakan dihidang penyelenggaraan
perlindungan anak,pemerintai daerah berkewajiba! dan
bertanggunSiawalb untuk Eelaksanakan dan memdukung
kebljakarl Nasional dalam p€nyelenggaraan perlindungan anak
di daerah melalui upa.ya daerah membangun Kabupaten Layak
Anak

c

b. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wqjar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan
upaya yant sungguh-sungguh dsri pcmerintah/ Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan
Kabupatcn l^ayak Anak;

d- bahwa Pemerinteh Daerah berinisiatif untuk mewujudkan
pcmbangunan dengan mengamsutamakan hak-hak anak
melalui pengintegpasian program kesejahteraan dan
perlindungan anak ke .talqm program pembangunan
Kelurahan/Irmbant, kecamatan dan Daerah yang responsif
terhadap kebutuhan anak;

Menimbang :



e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmata dlmalsud
pada huruf a, huruf b, huru{ c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturar Bupati tentanq Kebiiakan Kabupaten layak Anak:

Mengingat 1. Undang-uandang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat U di Sulawesi (Lcrnbaran Ncgara
Republik Indonesia Ta-hun 1959 Nomor 74, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undarg-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (lcmbaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
lcmbaran Negqra Nomor 3143)i

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negera Tahun 1997 Nomcr -?, Tan:bahan
Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
l,e-,,.io /I^mheron N.6.'6 p-n,,hlil IF.l^nFGia Tah',n I clocl

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

6. tjndang^Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang },eriindungan
Anak (Lembaran Negaia Republik Indoneaia Tah]d'l 2OO2
Nomor 1O9, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan U.dang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undangl-hdang Norqor 2.3 Tahun 2OO2 tentang Perlindunga!!
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 297, tambahan lcmbaran Negam Republik Indonesia
iir.rrnor' 5ff6i;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidala Perdagangan Orang U-€mbararr
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 58, Tambahan
l,cmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daera.h (LeBlbaran Negara Republik Indsqesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir
dcnga-n Undang-Undang rr"o-rrror 9 Tahun 20 i 5 i"enialrB
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon$ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Un<iang i'lcrmor 2O Tahun i999 LenLang Pengcsaharr
ILO Convention No. 138 Conerning Minimum Age for
Admisision to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum untuk diperbolehlGn bekeBa) (L€mbaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan kmbaran Negara Nomor
38351r



9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
PengeEahan Convrntion On the RighE of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak);

10. Peraturan Menteri Negara Pcmberdayaan Percmpuan Nomor 3
Tahun 20O8 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan
Anak;

11. Peraturan Mentcri Negara Pemberdayaan Perempual dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan lGbupaten /Kota l,ayal Anak;

12. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan
Perli.adungan Anak Nomor 12 Tahun 20tl tentang indikator
Kabupaten / Kota l"ayak Anak;

13. Peraturan Mcateri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Ikbupatcn/ Ituta Layal( Anak;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang p€mbentuksr Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tenteng Pcmbentukan dan eusunaJr Perargkat Daerah
(kmbaran Deereh Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor l9);

MEMUTUSKAN:

MCnetapKaIT: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK
ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Persl I

Da.lam Feratural Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja

2. Pemerintah Daerah ada.lah Bupa.ti Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan uru8an pcmerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonoE.

3. Bupati adaleh Bupati Tana Toraja.
4. Selsetaris Daerah adalah Selqetaris Dasrah Kabupaten Tana

Toraja.
5. Feranekat Dacrah rdqlqh Ferangkat Deerah di lingkungan



6. Anal< r.lqlah seseorang yang bclum berusia IE (delapan betas.)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Lavak adalah kondisi fisik dan non jisik suatu wilayah dimana
aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang
diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undarg
Perlindunga-o A^nak.

8. Kabupaten Layak Anak yang selahjutnya disingkat Kl,A adalah
sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang
urengintegrasii<an komitmcn cia-n sumbcr<iaya Pcrneriutah,
Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutaa dalam program dan kegiatan
pemenuhar hak anak.

9. Kebijakar KLA adalah pedoman penyetenggaraan
pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yalg
terencana secara menyelun:h dan berkelanjutan untuk
mahr^rrhi l. -L ---L

!.O. Kelu'ahan/Iembang Layak Anak adalah pembangunan
Kelurahan/knbarg yang menyatukan komitmen dan
sumberciaya pemerintah Keiurahan/Lembang yang meiibatkar
masyarakat dan dunia usaha yang berada di
Kclurahall lembang dalam rangka mempromosikan,
mehdungr, memenutu darr menghormatr hak-hak anak, yang
direncanakan secara sadar d.an berkelanjutan.

1 1. Rencana Aksi Daerah KLA vang selaniutnya disebut RAD KLA
adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan
secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan
I.-erja Perangkat Daerah dala:n jangk-a s/aktu te!:r-entu, se!-.aga!
instmmen dalam oewujudkan KLA.

12. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan/Lembang Layak Anak
rdrlai1 doku111s11 rencar&a yalt rucrtuat protrarr { ke{ata:r
secara terintegrasi dar1 terukur yang disusun oleh Kecamatan,
Kelurahan/ Lembang dalam jangka waktu tertentu s€bagai
inatrumen dalam mewujudkan Kecamatar dan
Kelurahan/Lembang Layak Ana-ll

13. Gugns Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat
Kabupaten yang mengkoordinasikan kebiiakan, program tan
kegiatan untuk mewujudkan KLA.

14. Indikator adalah .,,*'iabel ye:rg nembant-u dala$ meng.trhJ.
dan memberikan nilai terhadap pemerintal Daerah dalam
lengupayrakan terpenuhinya hak anak untuk ter$rrjudnya
Ihbupaten layak Anak.

BAB iI
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA.:
a. non diskrimina8i yaitu tidal< membedakan suklr, ras, agama,

jenis kelamin, bahasa, paha-m politik, asal kebangsaan, status
ekonomi, koadisi fisik rnaupun psikis aaak atau faktor lainnya;



b kepentingan ,terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang
paling baik bagi anak sebagai pertimbangar, 

"tam" a*"ri
setiap kebiiakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintsh Daerah, kecamatan, Kelurahan/kmbang dan
lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun -tidak
lalgsung dengan ana-k;
hak_ untuk hidup, kelangsungar hidup dan perkembangan
Anak yaitu menjarnin hak untuk hidup, ketangsungan hidup
.ien pcrkcmbeurga.n anak scmaksimtli mungkirr yor,g diii.r.i._,rrgi
oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluirga, oran-g
tua; dan
penghargaan terhadap pendapar Anak yaitu penghormara!
atas hak-hak arrak untuk b€rpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama iika
menyangkut hal-hal _vang mempengaruhi kehidupan Anak.

c.

d

Ttrjuan Kebijakan KLA adalah:
a. meningkatkan komitmen Pemelintah Daerah, kecamatan,

Kelurehan/tcmbang, masyarakat dan dunia usaha di wilayah
Daergh dalam upaya megn:judkan pernba.:rg'Jrla$ yang peCuli
terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai-dengan
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

b. mengintegrasikan seluruh potcnsi sumber daya manusia,
keuangan, sarana, prasaran a, yatg ada pada pemerintah
Daerah, kecamatan, Keluraian/IJmbang dan masyarakat di
wilayah lJaerah dalam mewuJudkan pemenuhan hak-hak
anak; dan

c. mengimplementasikan kebijakal perlindungan dan
pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan
pcrencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan
berk-elanjutan sesuai dengan Indikator KIA..

BAts IIt
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasa] 3

Pasal 4

Ruartg Lingkup Kebiialan KL,A:
a. pembangunan di dalam lima klaster hak Anak yaitu:

1. klaster hak sipil dan kebebasafl;
? !.!ael.r halr lincLtrnoan lzch,,rde d.n '+.o..,,h2n

alternativei
3. klaster hak kesehatan daear dan kcscjahtc.aan;
4. klunlcr irak pco<iitiii<an pcrrraniaa.i.al wakiu iuarrts dar!

kegiataD budaya; dan



5. klaster pcrhndungan khusus yang nccara langsung [raupun
tidak langsung berhubungan dengan implementasi
pemenuhan hak-hak anak.

b- aspek pembiayaan, sumber daya, p€ngawasan, pengembangal,
den kc t-er.-.3-LJ!en aspiresi de:r kepentingan A:ra-L- dalarn
pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1) Sasaran Kebiiakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran
akhir.

,21 scs.ran .nr.ra .ph.do;6c6c,{;mol,arr.l 6a'la owot lll nFlint,ti;
a. lembaga eksekutif /pcrangkat Daerah terkait;
b. lembaga pcrwakilan rakyat Dacrah sebagai unsur

pcnycicnggara pcrncrintahan Dacrah;
c. lembaga yudikatif/peradilao;
d. organisasi non pemerintah;
e. duni.a usaha; dan
f. masyarakat,

(3) Sasaran akhA scbagaimana dinaksud pada ayat (1) adalah
keluarga dan Anak.

Pasal 6

(1) Kebiiakan Kl,A merupakan pelaksanaan perlindungan Anak
yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah
Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan,
per:genggsrar, pelekse-naan, pe:nattauen, dsn e'/aluasi atag
kebijakan program kegiatan di masing-masing Perargkat
Daerah terkait.

(2) Pemenntah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
KIA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan
KLA di kecamatan, Kelurahan/lembang.



Bagian Kesatu
Gugus Ttrgas KLA

Pasal 7

(1) Dalam rangka efektihta.s pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk
Gugus T[gas KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan dari unsur eksekutif/perangket Daerah terkait,
lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah, ltrdikatif/peradilan yang
membidangi anak, perguruan tirggr, organisasi non
pernenntab, crganisasi scsial kernasyara.k-atan, lernbaga
swadaya masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV
KELEMBAGAAN

i3) Gugus Tugas lCei ciiketuai oleh Kepaia pcraLngkat Daerah yang
membidangi perencenaan Daerah dan Sekretaris Gugus T\rgas
KLA oleh Kepala p€rangkat Daerah membidangi pcrlindungan
Anak.

14) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gucus Tusas KLA,
dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan
teknis dsn administratif kepada Gugus Tugas Kl,A yang
berkeCudukan di perangkst Daerah raembidarrgi perlinCungan
Ana-k.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasai 8

Ttrgas Pokok Gugus T\.rgas KLA:
a. merumuskan dan meny:sun kcbijakan KLA;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan

KLA;
c. menetapka! tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk

ruewuj udkaui Kl,r\;
e. menJrusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang

memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur
dalam jangka wakflr tertentu dan mekanisme kcrJa;

f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan
edukasi kebiiakan KLAI

g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan,
Kelurahan/l.embang yang menjadi pilot project pel,al<sanaafl
IlT A.



h, menyiapkan naskah akademik peraturan Daera_h dan/atau
. Pelatuan Bupati tentang perlindungan Anak;i. melakukan monitoring, evaluasi -dan p.i.por"., terhadap

implementasi kebijakan KL,A di tingkat Daerah, d;;;;-;""
Kelurahan/lembang yang menjadi pifor pro;""t s"uuJ Je"ga"
rencana aksi yeng ada; danj. membuat laporan kepada Bupa.ti.

t agran Ketlga
RAD KLA

Paaal 9

(1) Pelaksanaan Kebifakan Kl,A disusun dalam RAD KtA yans
berlaku mulai tahvn 2016-2cl21.

(2) P.AD I{-4 sebagai:aana dirna-ks.rd pada a}'at (1}, nenja53r-r.-an
dan mengimplementasikan Indikator KL{ yang meliputi
penguatan kelembagaan dan 5 (tma) kluster hat anak.

Bagian Keempat
klaksanaan Kecamatan, Kelurahan/Lembang Layak Anak

Pasai 10

(1) Kecamatan bertanggung jawab melaksarakan koordinasi,
fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA kecamatan
dalam mcwujudkan kecamatan l^ayak Ana.k.

i2) PemerlDtah Keiurahan/l,embang t ertanggung lawair
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus
T\rgas Kl,A Kecamatan dalam mewuiudkan
Kelurahan/ lembang l,ayak Anak.

al nalom taaolza maunrirrdluan Kp.anat^n dan
Kelurahan/lambang Layak Anak, Kecamatan,
felurahan/L€mbang meflyusun Rencana Aksi Kecamatan,
Keluraharr/Lclltira-rrg I3yak Ark,tk utitui( saflrPai iairull 2o2 i .

(4) Materi Rencana Aksi kecamatan, Kelurahan/kmbang layak
Anak meliputr:
a. pcnetraahan kebutuhar Kecarnatan,kelurahan/Lembang;
b. harmonisasi kebiiakar perlindungan Anak;
c. pelayanan di sasyarakat yang diberikan untuk Anak

scsuai dengan 5 (lima ) kluster hEk Anak dan
d. per.rmusa:r rencsra aksi Lernbalg ditcr-ap!-an dcrgan

peraturan KcPala Lembang.



(1) Untuk menilaj keberhasilan pelaksanaan Kabupaten l,avak
Anak yang menggunalan sistem penilaian KLA berdasarkaa
Indikator yang ditetapkan.

(2) IrenilaEn scbagaimana dimaksud pada ayat {l} dilakukan olehTim Evaluasi KLA tingkat Daerah untuk melakukan
penilaian/evaluasi Kabupaten Layak Anak.

(3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnengg."rne-L.an lndjl..ator !(ecarnar"an dan Kelurahan/Lembang
Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (limaj
kluster hak Anak.

BAB V
PENII.A]AN DAN PEI,AR)RAN

Bagian Kesatu
Perdlaian Keberhasitan KLA

Pasal 11

(4) Sistem penitaian sebagaimana dimaksud
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

pada ayat (1)

Bagian Kedua
Pelaporal dan Pertanggungiawaban

Pasal 12

(1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian
kebcrhasilan KLA Tingkat kecamatan, Kelurahan/ Lembang
serta tapor€rt FertanggungiaEaban pelaksanaan KlA kepada

(2) Selanjutnya Bupati akan mcl,aporkan pelaksanaan KLA secara
Lerjeljaurg kcparia GLrlrclrr-tr Pr opilsi Suiawcsi Sciaiur,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal<.

tsATJ VI
PEMBIAYAAN

Biaya penyelengqaraan Kebijakan KLA dibebankan pada dokumen
pelaksanaan anggaran Perargkat Daerah terkait yang tergabung
dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain

Pasal 13



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini m*lai bcrlaku poda tanggal diundangtan.

Agar sclEp or8ng mengetahurnya memenntahtan penguMangan Persturan Bupatl

ini dcngan pencmp&tatnys dalam Bcrila Dacrah Kabupateo TaDa Toraja.

Ditetapkan di Makalc
Poda tanggd 4 Mel 2ol?

fiaurett rANA t oRAJA.
'f(/

A IC(,l,!,MUS KANAI,

Drundanakan dl Maka.le

P"a.*"Igrr '{ r'161 2ort

PIh.SEKRL'I ARIS DAERA}I
ANA TORAJA.

YUNUS SIT{ANTf,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAI{L'N 2OI7 NOMOR


